
BUPATI OGAN KO E G U 

PROVINS! SUMATERA SELA 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU 

NOMOR 2.. TAHUN 201 7 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 

44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 

ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU,.  

Menimbang 

• 
Mengingat 

a. bahwa dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu 
Nomor 44 Tahun 2 0 1 6  telah ditetapkan penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2 0 1 7 ;  

b. bahwa sehubungan dengan terdapatnya perubahan 
besaran Rincian Dana Desa sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Presiden .Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 

. .  ". 2'0 i6 tenta�i{ Rihciai·� Arigga�an' Peridapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2 0 1 7 ,  "rnaka sesuai Peraturan 
Menteri dalam Ncgeri Nomor 3 1  Tahun 2U 16  ten tang 
Pedornau Pcnyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 7 ,  perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 
Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 2 0 1 6  
tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 
2 0 1 7 .  

1 .  Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 
Sumatera Selatan '(Lembaran Negara Indonesia Tahun 
1959 Nomor 73 ,  Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 1 8 2 1 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;  

3.  U ndang-U ndang 
Perbendaharaan 

Nomor 
Negara 

1 Tahun 2004 tentang 
(Lembaran Negara Republik 



• 

• 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;  

4 .  Undang-Undang Nomor 1 5  Tahun 2004 tentang 
Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;  

6 .  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

7.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0  Nomor 130 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 58 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;  

9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tah un 2 0 0 1  tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001  Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090 ) ;  

1 0 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 90 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 4 1 6 ) ;  sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 90,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4659);  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502);  

1 2 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4 9 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 0 3 ) ;  

1 3 .  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 1 3 6 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 5 7 4 ) ;  

1 4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 3 7 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 7 5 ) ;  

1 5 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 3 8 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 7 6 ) ;  

1 6 .  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuri 200�· Nomor 1 3 9 ,  Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 5 7 7 ) ;  

1 7 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 4 0 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

1 8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 1 5 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 5 8 5 ) ;  

1 9 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 2 5 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 6 1 4 ) ;  



20.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahu 
2 0 1 6  ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2 0 1 7  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 253) ;  

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 
tentang Pedoman - Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  
Tahun 2 0 1 1  ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 3 1 0 ) ;  

22 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 
2 0 1 1  Nomor 450) sebagaimana telah beberapakali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 14 Tahun 2 0 1 6  tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2 0 1 1  
tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan 
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 
2 0 1 6  Nomor 5 4 1 ) ;  

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 1  tahun 2 0 1 6  
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 7  (Serita Negara 
Republik Indonesia tahun 2 0 1 6  Nomor 874) ;  

24 .  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 
9 Tahun 2 0 1 6  ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 
2 0 1 6  Nomor 9) ;  

25.  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 
12  tahun 2 0 1 6  tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 
Anggaran 2 0 1 7  (Lembaran Daerah Ka bu paten Ogan 
Komering Ulu Tahun 2016  Nomor 12 ) ;  

26. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 Tahun 
2 0 1 6  ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 
Anggaran 2 0 1 7  (Serita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Tahun 2 0 1 6  Nomor 44) .  



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEB.UBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 44 
TAHUN 2 0 1 6  TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2 0 1 7 .  

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 44 

Tahun 2016  ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2 0 1 7  (Berita Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2 0 1 6  Nomor 44) ,  diubah sebagai 

berikut: 

• 

f:r'!·,, i ��;t,:-�" ·- - ' 
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1 .  Pasal 1 diubah, sehingga rincian Pasal 1 menjadi sebagai berikut: 

Pasal 1 

1 . 1 7 5 . 8 7 9 . 6 2 1 .  766,00 

1 .222 .373 .302 .093 ,00 
(46 .493 .680 .327 ,00)  

:  Rp 
: Rp 

: Rp 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuri Anggaran 2 0 1  7  dengan 
rincian sebagai berikut: 
( 1 . )  Pendapatan Daerah 

(2 . )  Belanja Daerah 

Surplus/ (Defisit) 
I  .  

(3. )  Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

: Rp 

: Rp 

: Rp 
: Rp 

5 4 . 183 .680 .327 ,00  

7  .690.000.000 ,00 
46.493.680.327 ,00 

N I  h  I  1  

2 .  Di aritara Pasal 2 dan Pasal 3 dis is ipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan 
• Pasal 28 yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2A 

Perubahan Lampiran I ,  Lampiran I .a dan Lampiran II Sub Unit Organisasi 
Sadan Pengelolaan Keuangan darf Aset Daerah (SKPKD) Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 se bagaimana pada Lam piran I ,  
Lam piran I .  a  dan Lam piran II yang meru pakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2B J 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2 0 1 7  sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, 
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anazaran 



Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 
Anggaran 2 0 1  7 .  

Pasal II 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu. 

Ditetapkan di Baturaja 
pada tanggal, 2 '( .}tllne1ttr,' 2 0 1  7  

• 

BUPATI OGAN KOMERING 

L 

KURYANA AZIS 
<, 

Diundangkan di Baturaja 

pada tanggal, 2'1  )�vfN"I· 2 0 1 7  

- 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, 

__ __, _ _..ry '-� 
MARWAN SOBRIE 

L 

• 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU 

TAHUN 2017 NOMOR . .  z 

•  


